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BUPATI AGAM
bahwa sesuai denqan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 Negara men]amm kebebasan' tiap-tiap

| penduduk untuk beribadah menurut agama dan k_epercayaan |

masmg masing; -

bahwa sebaga1 salah satu perwujudan dari pe[aksanaan ajaran -
- Agama Islam adalah "dari qara berpakasa_n, dimana menutup

aurat di dalam Isiam hukumnya wajib;

bahwa sesuai dengan.\/.isi' Kabupaten Agam vyaitu * Agah?. '
Mandiri dan Berprestasi yang Maaani ™ maka untuk
terwujudnya  suasana .~ kehidupan mésy'ara’kat yang

. mencerminkan kepribadian yang Islami, beriman dan bertagwa .
perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam,

'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah -Otonom Kabupaten Dalam ngkungan Propinsi
Sumater_a Tengah Lembaran Negara. Tahun 1956 Nomor

125 );

Undang-Undang meor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok ) |
Kepegawaian (Lembarah Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );

' Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 téntang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawalan (¢ Lc.mbaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,

. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );



>

Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ~( ‘Lembaran Negara Tahun 2003.78,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang Undangan (- Lembaran Negara Tahun .

- 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Unda_ng—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtaha'n h

[Saerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan -
Lembaran Negara Nornor 4437); o

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per:mbangan
Keuangan Antara Pemermtah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo; 126,' Tambaha'n '
Lembaran Negara Nomor 4438), ' ‘

. Per’aturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinaéi

Keglatan InstanSI Vertikal Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun,
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3738);

- Peraturan Pemermtah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah Dan.Kewenangan Propm5| Sebagal
Daerah Otonom ( Lembaran Negaré Tahun 2000 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

- 10, Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 '_

tenta.ng Ketentuan Pokok Pemerintahan- Nagari (' Lermbaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 13);

11, Peraturan Daerah 'Kabupa'ten ‘Agam Nomor' 1 Tahun 2001

’cemang Visi Dan MISE Kabupaten Agam ( Lermbaran Daerah

Tahun 2001 Nomor 2).
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N Dengan Per.setLIjuah Bersama . .
 DEWAN _PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAI'EN AGAM
dan -
BUPATI AGAM
MEMUTIJSKAN :

Men'efapka{n : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AG'AM‘- TENTANG
- BERPAKAIAN MUSLIM. '
o BAB 1
KETENTUAN UMUM
| " Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dmaksud dengan
" Daerah adalah Kabupaten Agam.
Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Agam
§ Bupatl adalah Bupati Agam ' | ‘
Pakalan Muslim adalah pakanan yang bercirikan islami. _
Berpakaian Muslim adalah cara menggunakan pakalan bercmkan |slam|
Peserta Didik ada!ah anggota masx,arakat yang berusaha mengembangkan'-
poten3| dirt melalui proses pembelajaran yang tersed:a pada jalur, Jenjang, dan . i
o Jenis pendld;kan tertentu ' |
| BAB II
TUIUAN
Pasal 2 .

Berpakalan muslim bertUJuan untuk menutupi aurat sesuai dengan kaidah Islam dan

' menghsnd arkan diri dari perbuatan yang Lerceia

BAB III
KEWAJIBAN

Pasa! 3"
(1 Setiap pegawai dan peserta didik rﬁu'slim wajib berpakaian’ muslim dalam -
melaksanakan tugas atau pada waktu mengikuti kegiatan sekolah.

(2) Bagi masyarakat muslim diharapkan untuk berpakalan muslim dalam 2
melakukan kegiatan seharl -hari dan pada acara resmi.




(3)._ Bagi masyarakat non mushm diharapkan untuk berpakaian yang pantas dani
. sopan dalam melakukan keglatan sehari-hari dan pada acara resmi
'(4) Ketentuan memakaa pakaian muslrm pada acara resmi sebagalmana dlmaksud

ayat (2) dapat menyesualkan dengan ketentuan acara.

" BAB IV
BENTUK PAKATAN MUSLIM

Pdsa’ 4

Paka;an muslim yang dlmaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adaiah
 a. Wanita: ' _ ' :
1) baju lengan panJang yang menutup1 pmggul dan dada, t|dak tembus pandang "
dan tidak memperhhatkan lekuk~tekuk tubuh; ' |
2) rok panjang atau celana panjang sampal mata kaki dan tidak_ Eefcat;
3) memakai kerudung 'yéng menutupi rambut dan dada. o
b. Prza |
1) celaha pamang sampal mata kaki atau d| bawah futut dan tldak ketat;
'2) baju lengan panjang/lengan pendek.
BABV =
SANKSI .
. : Pasal 5
(1) Bagi' Pegawal yang'melahggar kéteratUan Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi
berupa hukuman cisnplm sesuai dengan peraturan perundang undangan ‘
(&) Peserta didik yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi
berupa:

“a. teguran lisan;

b. teguran tertuiis;

. tidak dibolehkan mengikuti pelajaran disekolah ( skorsihg )
d. dikeluarken darl sekolah. |

(3) Pengenaan sank$i vang dimaksud ayat (2) dilakukan' secara bértingkat.
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BAB VI
PE-N'GAWASAN
, pasal 6 \ _
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ‘Peraturan Daefah ini bagi Pegawai
. dilakukan oleh Képala Organ,isasi. Perangkat Daerah da’n.fKepala Instansi
Vertikal. | I
(2) Pengawasan terhadap belaksahaan peraturan Daerah ini bagi peserta didik
dilakukan o]eh"Dinas Pendidikan dan Kantor Depaﬂehgn Agama.
- | BAB VI |
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7 _
(1) Penyesuaian terhadép ketentuan dalam Peratur_an' Daerah ini dilakukan
_ selambat—!amba'tnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. .
(2) Masa penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (i) digunakan untuk melakﬁkan-
' sosialisasi. | o -
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8 |
Pératurgn Daerah. ini mulai berlaku'paqa tahggai diundangkan.
Agar setiap orang mejngetah_uinya,f_méme'rint.ahkanx pengundang‘a'n Peraturan
Daerah ini dehgan penempatanm'/a dalam Lembaran Daerah Kabupé;ten Agam. o
. | Ditetapkan di Lubuk Basung -
pada tangg'a[,. 2004 |
‘ . - BUPATI AGAM,

- o o ARISTO MUNANDAR .

. Diundangkan di Lubuk Basung o , '
pada tanggal, 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Drs. MUCHSIS MALIK
NIP. 0100818886.

| FMRARAN DAFRAH KARIIPATEN AGAM TAHLIN 2004 NOMOR






